BUPATI MAYBRAT
PROVINSI PAPUA BARAT
SALINAN
PERATURAN BUPATI MAYBRAT
NOMOR 20B TAHUN 2022
TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG

BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAYBRAT,

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
maka perlu menetap kan Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:

bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a,
perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Hibah
dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400):

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438):

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398):




6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041):

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322):

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157),

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781),

11. Peraturan Daerah Kabupaten Maybrat Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan SusunamPerangkat Daerah Kabupaten Maybrat
(Lembaran Daerah  Kabupaten = Maybrat Tahun 2016 Nomor
13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Maybrat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Maybrat Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maybrat (Lembaran Daerah
Kabupaten Maybrat Tahun 2020 Nomor 5),

12. Peraturan Bupati Maybrat Nomor 49 Tahun 2020 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah Kabupaten Maybrat (Berita Daerah Kabupaten Maybrat Tahun
2020 Nomor 49):

13. Peraturan Bupati Maybrat Nomor 52 Tahun 2020 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maybrat (Berita Daerah
Kabupaten Maybrat Tahun 2020 Nomor 52):

14. Peraturan Bupati Maybrat Nomor 52 Tahun 2020 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maybrat (Berita Daerah
Kabupaten Maybrat Tahun 2020 Nomor 52):

A
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Peraturan Bupati Maybrat Nomor 53 Tahun 2020 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugasdan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Peternakan dan Perikanan Kabupaten Maybrat (Berita Daerah Kabupaten
Maybrat Tahun 2020 Nomor 53),

Peraturan Bupati Maybrat Nomor 55 Tahun 2020 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana Kabupaten Maybrat (Berita Daerah Kabupaten Maybrat
Tahun 2020 Nomor 55):

Peraturan Bupati Maybrat Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Perpustakaan  dan Kearsipan = Kabupaten = Maybrat (Berita
Daerah Kabupaten Maybrat Tahun 2020 Nomor 56),

Peraturan Bupati Maybrat Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Perindustrian danTenaga Kerja Kabupaten Maybrat (Berita
Daerah Kabupaten Maybrat Tahun 2020 Nomor 57):

Peraturan Bupati Maybrat Nomor 58 Tahun 2020 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Maybrat
(Berita Daerah Kabupaten Maybrat tahun 2020 Nomor 58):

Peraturan Bupati Maybrat Nomor 59 Tahun 2020 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Perdagangan, Koperasidan Usaha Mikro Kabupaten Maybrat (Berita
Daerah Kabupaten Maybrat Tahun 2020 Nomor 59),

Peraturan Bupati Maybrat :‘Nomor 60 Tahun 2020 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Ketahanan Pangandan Pertanian Kabupaten Maybrat (Berita
Daerah Kabupaten Maybrat Tahun 2020 Nomor 60):

Peraturan Bupati Maybrat Nomor 61 Tahun 2020 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Maybrat
(Berita Daerah Kabupaten Maybrat Tahun 2020 Nomor 61),

Peraturan Bupati Maybrat Nomor 62 Tahun 2020 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maybrat (Berita
Daerah Kabupaten Maybrat Maybrat Tahun 2020 Nomor 62):

Peraturan Bupati Maybrat Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial
Kabupaten Maybrat (Berita Daerah Kabupaten Maybrat Tahun 2020
Nomor 63),

Peraturan Bupati Maybrat Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Perhubungan Kabupaten Maybrat (Berita Daerah Kabupaten Maybrat
Tahun 2020 Nomor 64),
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Peraturan Bupati Maybrat Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Komunikasi ~ dan Informatika  Kabupaten = Maybrat (Berita
Daerah Kabupaten Maybrat Tahun 2020 Nomor 65),

Peraturan Bupati Maybrat Nomor 66 Tahun 2020 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Kebudayaan  dan Pariwisata = Kabupaten = Maybrat l (Berita
Daerah Kabupaten Maybrat Tahun 2020 Nomor 66),

Peraturan Bupati Maybrat Maybrat Nomor 67 Tahun 2020 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Pendidikan Kabupaten Maybrat (Berita Daerah Kabupaten
Maybrat Tahun 2020 Nomor 67),

Peraturan Bupati Maybrat Nomor 68 Tahun 2020 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Kesehatan Kabupaten Maybrat (Berita Daerah Kabupaten Maybrat
Tahun 2020 Nomor 68),

Peraturan Bupati Maybrat Nomor 69 Tahun 2020 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pemadam Kebakaran Kabupaten Maybrat (Berita Daerah Kabupaten
Maybrat Tahun 2020 Nomor 69),

Peraturan Bupati Maybrat Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten MAYBRAT (Berita
Daerah Kabupaten Maybrat Tahun 2020 Nomor 70),

Peraturan Bupati Maybrat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Maybrat (Berita Daerah Kabupaten
Maybrat Tahun 2020 Nomor:7 1),

Peraturan Bupati Maybrat Nomor 72 Tahun 2020 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Kepemudaan  danOlahraga  Kabupaten = Maybrat (Berita
Daerah Kabupaten Maybrat Tahun 2020 Nomor 71),

Peraturan Bupati Maybrat Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Maybrat (Berita Daerah Kabupaten
Maybrat Tahun 2020 Nomor 74),

Peraturan Bupati Maybrat Nomor 75 Tahun 2020 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten MAYBR Maybrat
(Berita Daerah Kabupaten Maybrat Tahun 2020 Nomor 75),

Peraturan Bupati Maybrat Nomor 76 Tahun 2020 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maybrat (Berita Daerah
Kabupaten Maybrat Tahun 2020 Nomor 76),




Menetapkan

37. Peraturan Bupati Maybrat Nomor 77 Tahun 2020 tentang Kedudukan,

38.

39.

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Maybrat (Berita Daerah Kabupaten
Maybrat Tahun 2020 Nomor 77),

Peraturan Bupati Maybrat Nomor 78 Tahun 2020 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah Kabupaten Maybrat (Berita
Daerah Kabupaten Maybrat Tahun 2020 Nomor 748),

Peraturan Bupati Maybrat Nomor 79 Tahun 2020 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Kesatuan Bangsa danPolitik Kabupaten Maybrat (Berita Daerah
Kabupaten Maybrat Tahun 2020 Nomor 79):

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL YANG BERSUMBER DARIANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH.

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

2
3
4

Daerah adalah Kabupaten Maybrat.

Pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten bojo negoro

Bupati adalah Bupati Maybrat

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelengaraan pemerintah daerah yang dapat di nilai dengan uang
termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan
hak dan kewajiban daerah tersebut,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maybrat .
Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD
adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh
Sekretaris Daerahyang mempunyai tugas menyiapkan serta
melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD
yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat
lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku
pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga
melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai
tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai
Bendahara Umum Daerah.

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala
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Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.

Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu)
tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS
adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal
anggaran yangdiberikan kepada SKPD untuk setiap program
sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan
DPRD.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program,
kegiatan dan anggaran SKPD.

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
yang selanjutnya disingkat RKA- SKPKD adalah dokumen perencanaan
dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran Satuan
Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Maybrat.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-
SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap
SKPD yang digunakansebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna
anggaran.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan
Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPKD merupakan dokumen yang
memuat pendapatan dan belanja Satuan Kerja Pengelola Keuangan
Daerah Kabupaten Maybrat .

Badan Usaha Milik Daerah adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maybrat.

Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh Warga
Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan,
profesi, fungsi,agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha
Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai
tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang
bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan Perundang- undangan.
Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah
kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha
Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik
telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak
mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan
untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.

Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang, barang dan/atau
pangan dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok
dan/atau masyarakat yangsifatnya tidak secara terus menerus dan

selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya
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Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan
potensi terjadinya kerentanan sosial yangditanggung oleh individuy,
keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial,
krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang
jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan
tidak dapat hidup dalam kondisi wajar

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh
alam, manusia atau keduanya yangmengakibatkan korban dan
penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan,
kerusakan sarana dan prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan
gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat.

Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah
naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.

BAB 11
Rung lingkup
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a.
b.

&
d.

1)

2)

3)

1)
2)

1)

2)

Penganggaran hibah dan bantuan sosial,
Pelaksanaan dan penatausahaan hibah dan bantuan sosial,
Pertanggungjawaban dan pelaporan hibah dan bantuan sosial: serta
Monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 3
Hibah dapat berupa uang, barang atau jasa.
Hibah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bangunan,
hewan, tumbuhan, dan aset tetap lainnya.
Hibah berupa jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk
bantuan teknis, pendidikan, pelatihan, penelitian dan jasa lainnya

Pasal 4
Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang.
Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berbentuk tanah, peralatan dan mesin, bangunan, hewan, tumbuhan, dan

aset tetap lainnya.

BAB 111

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5
Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah.
Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah

memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan

halania nrican namarintahan nilihan Larali ditantulzan lain hardacarlran




3)

4)

1)

2)

3)

Peraturan Perundang-undangan
Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran,
program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah sesuai
kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya
fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan
memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk
masyarakat
Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi Kriteria
paling sedikit :
a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan,
b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat,
c. tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali :
1. kepada Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sepanjang tidak tumpang
tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan Kketentuan
Peraturan Perundang-undangan,
2. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh Pemerintah atau
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan,
3. partai politik, dan/atau
4. ditentukan lain oleh Peraturan Perundang- undangan.
d. memberikan nilai manfaat dalam mendukung terselenggaranya

fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dan
e. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 6

Belanja Hibah dapat diberikan kepada :
a. Pemerintah Pusat,
b. Pemerintah Daerah lain,

Badan Usaha Milik Negara,
d. Badan Usaha Milik Daerah:
e. Badan dan Lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang

berbadan hukum Indonesia, dan
f. Partai Politik.

Pasal 7

Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf a diberikan kepada satuan kerjadari kementerian/lembaga
pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada di daerah.
Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat huruf a dapat diberikan kepada unit kerja pada Kementerian Dalam
Negeri yang membidangiurusan pemerintahan di  bidang
Administrasi Kependudukan untuk penyediaan blangko kartu
tanda penduduk elektronik.
Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusatsebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan
anggaran pendapatan danbelanja negara sesuai ketentuan Peraturan



4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

Tumpang tindih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dimaknai

penyediaan setiap keping blangko kartu tanda penduduk elektronik tidak

didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara.

Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dapat di berikan 1

(satu) kali dalam tahun berkenaan.

Hibah kepada Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran

daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 huruf c diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 huruf d diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang

diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuaidengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam

ayat (8) tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau

jasa.

Hibah kepada Badan dan Lembaga serta organisasi kemasyarakatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diberikan kepada badan

dan lembaga :

a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan,

b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat
Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau
Bupati:

c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa
kelompok masyarakat/ kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang
masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan
keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah
Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi
vertikal atau kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya,
atau

d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang
undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah
Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diberikan kepada

organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau

organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang
telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang
membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.

Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (11)



13)

14)

15)

1)

2)

3)

a. memiliki kepengurusan di wilayah Pemerintah Daerah,

b. memiliki keterangan domisili dari Lurah/ Kepala Desa setempat : dan

c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah
dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah
administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian
sasaran program dan kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah.

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (11) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

a. telah terdaftar pada Kementerian yang membidangi urusan hukum dan
hak asasi manusia,

b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah: dan

c. memiliki sekretariat tetap di wilayah administrasi Pemerintah Daerah.

Hibah kepada Partai Politik berupa pemberian bantuan keuangan kepada

Partai Politik yang mendapatkan kursidi DPRD Provinsi dan DPRD

Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan pada Partai Politik

sebagaimana dimaksud pada ayat (14) sesuai dengan Kketentuan

Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 7

Hibah dalam bidang keagamaan dapat diberikan kepada tempat
peribadatan yang memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan
oleh Kementerian Agama atau telah terdaftar di Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia.

Besaran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan hasil
Verifikasi oleh Tim Verifikator hibah.

Untuk Musholla dapat diberikan hibah yang telah memiliki Surat
Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Kementerian Agama atau

telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bagian Kedua
Mekanisme, Perencanaan, Verifikasi
dan Penganggaran

Pasal 9

Pemberian hibah dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

a.

1)

Pengajuan hibah oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Badan
Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan dan Lembaga serta
Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum,
Verifikasi hibah,
Penetapan calon penerima hibah, dan
Pelaksanaan pemberian hibah.
Pasal 10
SKPD yang membidangi berdasarkan urusan pemerintahan menetapkan

petunjuk teknis hibah, meliputi :



2)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Perencanaan dan penganggaran, meliputi mekanisme pengusulan, format

permohonan dan persyaratan admininistrasi,

a. Perencanaan dan penganggaran, meliputi mekanisme pengusulan,
format permohonan dan persyaratan admininistrasi,

b. Pelaksanaan dan penatausahaan, meliputi syarat dan administrasi
permohonan pencairan,

c. Pelaporan meliputi : jenis dan format laporan, waktu pelaporan dan
substansi lainnya yang sejenis, kecuali untuk hibah yang berupa
barang: dan

d. Monitoring dan evaluasi meliputi : indikator, pelaksana, tahapan dan
laporan dan/atau substansi lainnya yang sejenis

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun masing-

masing SKPD teknis paling lambatbulan Januari yang selanjutnya

dipergunakan sebagaidasar dalam perencanaan, penganggaran

dan penyaluran belanja hibah.

Pasal 11
Pengajuan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal9 huruf a,
disampaikan secara tertulis dalam bentuk proposal yang ditujukan
kepada Bupati dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Verifikasi hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b,
dilaksanakan oleh@im Verifikator hibah dari SKPD yang membidangi dan
dapat melibatkan SKPD terkait sesuai kebutuhan.
Tim Verifikator hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki
tugas :
a. Melakukan verifikasi terhadap keterkaitan usul kegiatan dengan
program pemerintah kabupaten,
b. Melakukan verifikasi terhadap kelengkapanpersyaratan administrasi
ajuan hibah,
c. Melakukan verifikasi terhadap besaran hibah yang diajukan,
d. Mengajukan hasil verifikasi kepada TAPD melalui Bappeda untuk
mendapatkan rekomendasi, dan
e. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala SKPD.
Tim Verifikator hibah sebagaimana dimaksud padaayat (3)
bertanggungjawab atas kebenaran data hasil verifikasi.
Pembentukan Tim Verifikator hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Kepala SKPD yang membidangi sebagaimanadimaksud ayat (2)
menyampaikan hasil verifikasi kepada Bupati untuk diajukan kepada
kepada TAPD melalui Bappeda guna mendapatkan
rekomendasi kesesuaian dengan prioritas dan kemampuan keuangan
daerah.
Kepala SKPD yang membidangi melaporkan hasil verifikasi yang telah
mendapatkan rekomendasi dari TAPD kepada Bupati paling lambat



1)

2)

3)

1)

2)

Pemerintah Daerah Kabupaten, dalam bentuk format verifikasi

sebagaimana tercantum dalam lampiran ILA dan Lampiran IILB yang

merupakan bagian tidak terpisahan dari Peraturan Bupati ini..

Pasal 12
Hasil Rekomendasi Kepala SKPD dan Pertimbangan TAPD menjadi dasar
persetujuan Bupati. \\\,, .
Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar
pencantuman pagu anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

meliputi anggaran hibah berupa uang, barang dan/atau jasa.

Pasal 13

Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci
menurut objek, rincian objek, dansub rincian objek pada program,
kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD terkait.

Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan
pemerintah daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang
bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, Kkegiatan
dansub Kkegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada SKPD yang
melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan Kketentuan

Peraturan Perundang- undangan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan
Pasal 14
Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang, barang dan/ atau jasa berdasarkan atas
DPA-SKPD.
Pasal 15 P

1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam “/N PHD yang ditandatangani
bersama oleh Kepala SKPD terkait atas nama Bupati dan penerima hibah.

2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (I) palingsedikit memuat
ketentuan mengenai :

a. Pemberi dan penerima hibah,

b. Tujuan pemberian hibah,

c. Besaran/rincian penggunaan hibah yang akan di terima:
d. Hak dan kewajiban,

e. Tata cara penyaluran/penyerahan hibah, dan

f. Tata cara pelaporan.

3} Format NPHD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II1.A dan
Lampiran IILLB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 16
1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uangnya atau

jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan
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Bupati tentang penjabaran APBD.

2)  Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) menjadi
dasarri penyaluran/penyerahan hibah. \

3) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada Penerima
hibah dilakukan setelah menandatangani NPHD.

4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme
pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Pasal 17

1)  Penyaluran hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan oleh
SKPD terkait setelah menerima persyaratan permintaan pencairan dari
penerima hibah. |

2) 'Format permintaan pencairan dari penerima hibah sebagaimana
dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3) SKPD terkait menerbitkan SPP/SPM setelah menerima permintaan
pencairan dari peneriiha hibah yang dilampiri :

a. Proposal,

b. Nomor rekening bank penerima hibah,
c. Pakta integritas,

d. Kuitansi tanda terima, dan

e. NPHD. -

4) Format:g)akta integrif\és sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hurufc
tercantufn dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18
Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ke Empat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pasal 19 .

1) Penerima Hibah berupa uang atau barang atau jasa menyampaikan
laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait.

2) Format penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran VILA dan Lampiran VLB yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20
Hibah berupa uang atau barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja
hibah pada jenis belanja operasi dalam program dan kegiatan SKPD terkait.

Pasal 21

1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah dalam
bentuk uang meliputi :
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2)

3)

1)

2)

3)

4)

5)

1)

2)

b. Keputusan Bupati tentang penetapan Daftar Penerima Hibah uang:
c. NPHD:
d. pakta integritas: dan
e. bukti transfer uang atas pemberian hibah.
Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah dalam
bentuk barang/jasa meliputi :
a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati,
b. Keputusan Bupati tentang penetapan Daftar
Penerima Hibah barang atau jasa,
c. NPHD: dan
d. bukti serah terima barang atau jasa.
Format bukti/berita acara serah terima barang ataujasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf dtercantum dalam Lampiran VII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
Pasal 22
Penerima hibah dalam bentuk uang bertanggungjawab mutlak secara
formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya
Pertanggungjawaban penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hieliputi -
a. Laporan penggunaan hibah:
b. Surat pernyataan tanggungjawab penggunaan hibah yang menyatakan
bahwa hibah yang diterima telah di gunakan sesuai NPHD: dan
c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sahsesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan.
Format pernyataan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf b
disampaikan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi paling lambat
tanggal 10 (sepuluh)bulan Januari tahun anggaran berikutnya,
kec&z;li ditentukan lain sesuai Peraturan Perundang- undangan.
Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf c
disimpan dan dipergunakan oleh penerimahibah selaku obyek
pemeriksaan.
Pasal 23
Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah
dalam tahun anggaran berkenaan.
Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah
sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, dilaporkan sebagai
persediaan dalam neraca.
Pasal 24

Realisasi hibah berupa barang atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi

pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan

atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

BABIV



1)

2)

Bagian Kesatu Umum
Pasal 25

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial berupa uang
dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif
yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko
sosial kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib
dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

Kententuan sebagaimna di maksud dalam pasal 25 ayat (1) meliputi :

a.

1

2)

3)

1)

2)

individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakatyang mengalami
keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi,
politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan
hidup minimum, dan
Lembaga non pemerintah bidang Pendidikan, keagamaan dan bidang
lainnya yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau
masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak
resiko sosial.

Pasal 27
Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok
dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf a,
terdiri dari bantuansosial kepada individu dan/atau keluarga
yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat
yang sudahjelas nama, alamat penerima dan besarannya pada
saat penyusunan APBD.
Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko
sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang
apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko yang lebih
besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

Pasal 28
Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf a
dilaksanakan dengan ketentuan :
a. selektif:
b. memenuhi persyaratan penerima bantuan,
c. bersifat sementara dan tidak terus menerus kecuali dalam keadaan

tertentu dapat berkelanjutan, dan

d. sesuai tujuan penggunaan.
Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu

bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang



3)

4)

5)

6)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Kriterra memenuhi persyaratan penerima bantuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. ‘niemiliki indentitas kependudukan sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-undangan, dan

b. berdomisili dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah Kabupaten
Maybrat .

Kriteria bersifat sementara dan tidak terus-menerus sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu bahwa pemberian bantuan sosial

tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c, yaitu bahwa penerima bantuan sosial dapat diberikan setiap

tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d, yaitu tujuan pemberian bantuan sosial adalah dalam rangka :

a. rehabilitasi sosial:

e

perlindungan sosial,
pemberdayaan sosial,
jaminan sosial,

penanggulangan kemiskinan, dan

- ® f oo

penanggulangan bencana.

Pasal 29
Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf a
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan -
seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat
melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf
b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan
kerentanan sosial seseorang, Kkeluarga, kelompok masyarakat
agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan
dasar minimal.
Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6)
huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat
yang mengalami masalah sosial mempunyai daya sehingga
mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf d
merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan
agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat
(6) huruf ec merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan
terhadap orang keluarga, kelompok masyarakat yang tidak
mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat
memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6)
huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk
rehabilitasi bencana, meliputi bantuan kepada



1)

2)

3)

tindak kekerasan atau eksploitasi dan diskriminasi. )

Pasal 30
Bantuan sosial berupa uang dan/atau barang diberikan secara langsung
kepada penerima bantuan sosial.
Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa
bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan
miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan putra
putri pahlawan yang tidak mampu.
Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti
bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta
dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin,
bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial.

Bagian Kedua
Mekanisme, Perencanaan, Verifikasi
dan Penganggaran
Pasal 31

Pemberian bantuan sosial yang direncanakan dilaksanakan dengan mekanisme

sebagai berikut :

a.

1)

2)

1)

pengajuan bantuan sosial oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau

masyarakat,

verifikasi bantuan sosial:

penetapan calon penerima bantuan sosial, dan

pelaksanaan pemberian bantuan sosial.

Pasal 32

SKPD yang membidangi berdasarkan urusan pemerintahan menetapkan

petunjuk teknis bantuan sosial, meliputi :

a. Perencanaan dan penganggaran, meliputi mekanisme pengusulan,
format permohonan dan persyaratan admininistrasi,

b. Pelaksanaan dan penatausahaan, meliputi syarat dan administrasi
permohonan pencairan,

c. Pelaporan meliputi : jenis dan format laporan, waktu pelaporan dan
substansi lainnya yang sejenis.Dikecualikan untuk hibah yang berupa
barang, dan

d. Monitoring dan evaluasi meliputi : indikator, pelaksana, tahapan dan
laporan dan/atau substansi lainnya yang sejenis.

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun masing-

masing SKPD teknis paling lambat bulan Januari yang selanjutnya

dipergunakan sebagai dasar dalam perencanaan, penganggaran dan
penyaluran belanja bantuan sosial.

Pasal 33
Pengajuan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a,

kepada Bupati dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX



2)

3)

4)

5)

6)

1)

2)

1)

2)

3)

1)

2)

Verifikasi bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b,
dilaksanakan oleh Tim Verifikator bantuan sosial dari SKPD yang
membidangi dan dapat nielibatkah SKPD terkait sesuai kebutuhan.
Tim Verifikator bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
memiliki tugas :
a. melakukan verifikasi terhadap keterkaitan usul kegiatan dengan
program Pemerintah Kabupaten:
b. melakukan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan administrasi
ajuan bantuan sosial:
c. melakukan verifikasi terhadap besaran bantuan sosialyang diajukan:
dan
d. mengajukan hasil verifikasi kepada TAPD untuk mendapatkan
rekomendasi terhadap kesesuaian dengan prioritas SKPD.
Tim Verifikator bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
bertanggungjawab atas kebenaran data hasil verifikasi.
Pembentukan Tim Verifikator bantuan sosial sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), di tetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
Kepala SKPD terkait melaporkan hasil verifikasi yang telah mendapatkan
rekomendasi dari TAPD kepadaBupati paling lambat sebelum
pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah  Kabupaten, dalam bentuk format hasil
verifikasi bantuan  sosial = sebagaimana  dimaksud  tercantum
dalam Lampiran X.A dan Lampiran X.B yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati.
Pasal 34
Usulan Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
dilakukan oleh SKPD terkait.
Penganggaran Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
tidak melebihi pagu alokasi anggaran bantuan sosial yang direncanakan.
Pasal 35
Hasil Rekomendasi Kepala SKPD dan Pertimbangan TAPD menjadi dasar
persetujuan Bupati
Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar
pencantuman pagu anggaran bantuan sosial dalam rangcangan KUA dan
PPAS.
Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang, barang dan/atau jasa.
Pasal 36
Penganggaran belanja bantuan sosial berupa uang dan/ atau barang yang
direncanakan dianggarkan pada RKA- SKPD terkait dan dirinci menurut
objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan
sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD terkait.
Penganggaran Bantuan sosial berupa uang dan/atau barang yang tidak
dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan pada RKA-SKPKD dalam
Belanja Tidak Terduga.




1)

2)

1)

2)

3)

4))

5)

6)

1)

2)

3)

Pelaksanaan dan Penatausahaan
Pasal 37

Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang dan/ atau barang yang
direncanakan berdasarkan DPA-SKPD.

Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang dan/ atau barang yang
tidak dapat direncanakan sebelumnya berdasarkan DPA - SKPKD dalam

U?‘elanja Tidak Terduga. |
- n Pasal 38

™~

Bupati i;lenetapkén daftar penerima dan besaran bantuan sosial berupa
uang dan/atau barang dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan
Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
Penyaluran/penyerahan bantuan sosial berupa uangdan/atau barang
didasarkan pada Daftar penerima bantuan sosial dalam keputusan Bupati
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ‘kecuali bantuan sosial berupa uang
dan/atau barang yang tidak dapat diréhtanak;\n;éebelumnya.
Penyaluran/penyerahan bantuan sosial berupa uangdan/atau barang

yang tidak dapat direncanakan ﬂsrebelurmnya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 37 ayat(2), berdasarkan pada permintaan tertulis
dari individu/keluarga dan atau masyarakat atau surat keteraingan dari
pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah
diverifikasi oleh SKPD terkait.
Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran
langsung (LS).-
balam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp.
5.000.000,- (lima juta rupiah), maka pencairannya dapat dilakukan
melalui mekanisme Tambah Uang (TU).
Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerimabantuan sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan kuitansi bukti
penerimaan bantuan sosial.
Pasal 39

Penyaluran bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat
(4) dan ayat (5), dilakukan oleh SKPD terkait setelah menerima
persyaratan permintaan pencairan dari penerima bantuan sosial.
SKPD terkait menerbitkan SPP/SPM setelah menerima permintaan
pencairan dari penerima bantuan sosial yang direncanakan dilampiri :
a. proposal:
b. nomor rekening bank penerima bantuan sosial:
c. pakta integritas, dan
d. kuitansi tanda terima.
Surat/Nota Dinas permintaan penerbitan SPP-LS dan SPM- LS untuk
bantuan sosial yang tidak direncanakan dilampiri :
a. permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan

atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang dan telah

mendapat persetujuan Bupati,

b. nomor rekening bank penerima bantuan sosial: dan




4)

5)

6)

7)

Format permintaan penerbitan SPP-LS dan SPM-LS sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XI A yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Surat/nota dinas permintaan persetujuan Tambah Uang

(TU) untuk bantuan sosial yang direncanakan dilampiri :

a. proposal:

b. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa
bantuan sosial akan digunakan sesuai usulan: dan

c. daftar nama calon penerima bantuan sosial berupauang untuk
kebutuhan 1 (satu) bulan.

Format permintaan persetujuan Tambah Uang (TU) sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran XI B yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Surat/nota dinas permintaan persetujuan permintaan penerbitan SPP-TU

dan SPM-TU untuk bantuan sosialyang tidak dapat direncanakan

sebelumnya dilampiriajuan rencana penggunaan yang telah

mendapat persetujuan Bupati.

i
8) (Eormat pakta integritas sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf c
N—_ :

tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 40

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 37 berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

1)

2)

3)

1)

2)

1)

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 41
Penerima bantuan sosial yang direncanakan menyampaikan laporan
penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait.
Penerima bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya
menyampaikan laporan penggunaanbantuan sosial kepada Bupati
melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
Format penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran XIIL.A dan Lampiran XIIL.B yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 42
Bantuan sosial berupa uang dan/atau barang yang direncanakan akan
dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja operasi
dalam program dan kegiatan SKPD terkait.
Bantuan sosial berupa uang dan/atau barang yang tidak direncanakan
akan dicatat sebagai realisasi obyek belanja tidak terduga pada SKPKD.

Pasal 43
SKPD terkait membuat laporan penyaluran bantuan sosial berupa uang
kepada individu dan/atau Kkeluargayang tidak dapat direncanakan
sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan dikirim ke SKPKD

- v



2)

3)

1)

2)

1)

2)

1)

2)

3)

4)

Selanjutnya SKPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 10 ]anuan
tahun anggaran berikutnya dan dilaporkan kepada Bupati. -
Rekapntulasn sebagalmana dimaksud pada ayat (2) memuat nama
penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-
masing individu dan/atau keluarga.
Pasal 44
Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial
yang direncanakan dalam bentuk uang meliputi :
a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau
surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati:
b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial:
c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial: dan
d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa
uang.
Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c
dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga
yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 45
Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial
dalam bentuk barang meliputi :
a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau
surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada bupati;
b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial:
dan
c. bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa
barang.
Format bukti berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 46
Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material
atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi :
a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial:
b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan
sosial yang diterima telah digunakan sesuai usulan: dan
c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan bagi penerima bantauan sosial berupa uang.
Format pernyataan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pertanggung]awaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan
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paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran
berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai Peraturan Perundang-
undangan.

5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf c
disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek
pemeriksaan.

Pasal 47

1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah
Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima
bantuan sosial sampai dengan akhirtahun anggaran berkenaan,
dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 48
Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi
pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan

atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

BABV
Monitoring dan Evaluasi
Pasal 49

1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian dan
pengelolaan hibah dan bantuan sosial.

2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada PPKD dan SKPD yangmempunyai fungsi
pengawasan.

Pasal 50
Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 49
ayat (2) terdapat penggunaan hibah dan batuan sosial yang tidak sesuai dengan
usulanyang disetujui, maka penerima hibah atau bantuan sosial yang
bersangkutan mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

BAB VI

Ketentuan Penutup

Pasal 51
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten
Maybrat Tahun 2017 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor
11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
(Berita Daerah Kabupaten Maybrat Tahun 2019 Nomor 12), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal yang di tetapkan agar setiap

orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan



Ditetapkan di Maybrat
Pada tanggal 31-08-1 2022

Bupati MAYBRAT

CAP/TTD
BERNHARD E.RONDONUWU

Di undangkan di Maybrat
Pada tanggal 31-08-2022

Diundangkan di Kumurkek
pada tanggal 8-2- 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAYBRAT,

CAP/TTD

JHONI WAY
BERITA DAERAH KABUPATEN MAYBRAT TAHUN 2022 NOMOR 5B

Untuk salinan yang sah sesuai dengan Aslinya
An.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAYBRAT
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANANE,SH.MH

Pembina (IV/a),NIP."197709072005021007



Nomor
Lampiran
Perihal

LAMPIRANI : PERATURAN BUPATI MAYBRAT
NOMOR :20B TAHUN 2022
TANGGAL : 31-08-2022

CONTOH USULAN/PROPOSAL HIBAH
KOP ORGANISASI / LEMBAGA

: Maybrat, ......ccovuune. ? SR———— 2022
: 1 (Satu) Berkas Kepada
: Permohonan Hibah Yth. Bupati Maybrat
.............................................. Di -
Kumurkek

Sehubungan dengan upaya percepatan pembangunan dan pelaksanaan tugas

- tugas pemerintah di desa ... di wilayah Kabupaten
Maybrat, dan dalam rangka menunjang kegiatan
Lembaga/Organisasi/Pemerintah ..o Kami mengharapkan

kiranya dapat di berikan bantuan dalam bentuk hibah berupa ...,
sehingga pelaksana tugas dan fungsi kami dapat berjalan secara optimal dan

berperan aktif dalam percepatan pembangunan daerah dan pelaksanaan
tugas - tugas pemerintah di daerah.

Hibah di maksud akan di pergunakan untuk kegiatan

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

oo o

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Berkaitan dengan hal tersebut dan sebagai bahan pertimbangan
Terlampir kami sampaikan proposal permohonan hibah di maksud.

Demikian permohonan kami, Atas perkenan dan bantuannya
diucapkan terima kasih.

Hormat Kami
Pemohon

...............................................

Kepala Organisasi/Instansi/Perorangan

BUPATI MAYBRAT

.................................................................

SALINAN SESUAI DENGAN YANG ASLINYA
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAYBRAT

JHONNY WAY, S.HUT. M.Si
NIP. 19690825 199703 1 009



LAMPIRAN ILA: PERATURAN BUPATI MAYBRAT

NOMOR :20B TAHUN 2022
TANGGAL : 31-08-2022

CONTOH FORMAT

HASIL EVALUASI ATAS USULAN / PROPOSAL HIBAH
DALAM BENTUK UANG

Nama Calon

L Penerima Hibah Uz Ugulan Jumlah Besara];lis/efl;l'iii b
1 2 3 4 5

1

P

8

4 | dst

SALINAN SESUAI DENGAN YANG ASLINYA

-----------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

BUPATI MAYBRAT

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAYBRAT

N

A

HUT.,M.Si

NIP. 19690825 199703 1 009




LAMPIRAN IL.B: PERATURAN BUPATI MAYBRAT
NOMOR :20B TAHUN 2022
TANGGAL : 31-08-2022

CONTOH FORMAT

HASIL EVALUASI ATAS USULAN / PROPOSAL HIBAH

DALAM BENTUK BARANG
Rekomendasi
Nama Calon ' '
Penerima Hibah Uraian Usulan Jumlah Unit
Jmlh Unit | Jmlh Rp
2 3 i . '
dst

...............................................

BUPATI MAYBRAT

.................................................................

SALINAN SESUAI DENGAN YANG ASLINYA
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAYBRAT

JHONNY WAY, S.HUT. M.Si
NIP. 19690825 199703 1 009




LAMPIRAN IILA: PERATURAN BUPATI MAYBRAT

NOMOR :20B TAHUN 2022
TANGGAL : 31-08-2022

CONTOH FORMAT
NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
( DALAM BENTUK UANG )
Pada hari ini, ...ccovninnns tanggal ....cceinneennnnns - 1] ———— g1 (OR—— yang
bertandatangan dibawah ini :
L Nama

NIP

Pangkat

Jabatan

1L

Yang bertindak untuk dan atas nama Bupati Maybrat yang selanjutnya di sebut
PIHAK PERTAMA

Nama

No KTP

Alamat

Jabatan :Ketua
Hibah)

Yang bertindak dan untuk atas nama
Hibah)

Yang berkendudukan di Kampung/Kelurahan ... Distrik
Kabupaten Maybrat yang selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan

sebagai berikut
Pasal 1
(1) PIHAK PERTAMA memberikan : hibah kepada PIHAK KEDUA berupa uang
SeDESAT R reenrisesssmmsssssiong T R S — Rupiah )
(2) Hibah sebagaimana pada ayat (1) di pergunakan untuk ...,
Pasal 2
(1 Pencairan dana hibah di lakukan melalui mekanisme transfer rekening PIHAK
KEDUA
(2) Untuk pencairan hibah, PIHAK mengajukan permohonan kepada PIHAK
PERTAMA, dengan di lampiri
a. Proposal
b. Naskah perjanjian hibah daerah
c. Fotocopy rekening yang masih aktif
d. Pakta Integritas; dan
e. Kuitansi tanda terima
(3) PIHAK KEDUA telah menerima dana hibah dari PIHAK PERTAMA, segera
melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
Pasal 3
(1) PIHAK KEDUA akan melaksanakan dan bertanggung jawab penuh atas
pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari hibah yang telah disetujui
PIHAK PERTAMA dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.
(2) PIHAK KEDUA akan melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan penggunaan

hibah kepada PIHAK PERTAMA



Memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
(2) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas

penggunaan hibah berdasarkan laporan pertanggung jawaban penggunaan yang
disampaikan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 5
(1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini, dibuat rangkap 3 (tiga), lembar pertama dan
kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum
sama.

(2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini
dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
|
(Nama Penerima Hibah) (Nama Pemberi Hibah)
BUPATI MAYBRAT

.................................................................

SALINAN SESUAI DENGAN YANG ASLINYA
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAYBRAT

JHONNY WAY, S.HUT. M.Si
NIP. 19690825 199703 1 009




LAMPIRAN IIL.B: PERATURAN BUPATI MAYBRAT

NOMOR :20B TAHUN 2022
TANGGAL : 31-08-2022

CONTOH FORMAT

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
( DALAM BENTUK BARANG/JASA )

Pada hari inij, ......ccocvuuuaune. tanggal ......coonrvnrrnennns Bulan, ..oevvveeinn, PaNUN s yang
bertandatangan dibawabh ini :

L Nama
NIP
Pangkat
Jabatan
Yang bertindak untuk dan atas nama Bupati Maybrat yang selanjutnya di sebut
PIHAK PERTAMA
IV. Nama
No KTP
Alamat
Jabatan :Ketua
Hibah)
Yang bertindak dan untuk atas nama ..., (Organisasi Penerima
Hibah)
Yang berkendudukan di Kampung/Kelurahan ... DIRRTIR .o
Kabupaten Maybrat yang selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan
sebagai berikut

Pasal 1
(1) PIHAK PERTAMA memberikan : hibah kepada PIHAK KEDUA berupa barang
sejumlall s Unit dengan nilai sebesar Rp .......ccccccounnee. FPI—— Rupiah)

(2) Hibah sebagaimana pada ayat (1) di pergunakan untuk

....................................................

Pasal 2
(1) PIHAK PERTRAMA menyerahkan barang kepada PIHAK KEDUA dalam kondisi
keadaan baik
(2) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) di sertai dengan berita acara
serah terima barang

(3) Penyerahan barang sebagaimana di maksud ayat (1) di lakukan setelah
penadatanganan naskah perjanjian Hibah Daerah ini

Pasal 3

(1) PIHAK KEDUA wajib menggunakan barang yang di terima sesuai dengan
peruntukan

(2) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas

penggunaan hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan yang
disampaikan oleh PIHAK KEDUA

Pasal 4
N Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini, dibuat rangka 3 (tiga), lembar pertama dan

kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum
sama

(2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini
dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum




PIHAK KEDUA

(Nama Penerima Hibah)

SALINAN SESUAI DENGAN YANG ASLINYA
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAYBRAT

JHONNY WAY, S.HUT.,M.Si
NIP. 19690825 199703 1 009

PIHAK PERTAMA

(Nama Pemberi Hibah)

BUPATI MAYBRAT

-----------------------------------------------------------------




LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI MAYBRAT

NOMOR :20B TAHUN 2022
TANGGAL : 31-08-2022

CONTOH FORMAT
SURAT/NOTA PERMINTAAN PENERBITAN SPP DAN SPM

Nomor : Maybrat, ..o F s reaismaieiins 2022
Sifat : Kepada
Lampiran Yth. Kepala Perangkat Daerah ..........ouc....
Perihal : Permintaan Pencairan Kabupaten Maybrat
Hibah di -
Kumurkek

Bersama ini kami sampaikan permintaan pencairan hibah  sejumlah

. {1 T (T ———— Rupiah), dengan disertai lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat/nota permintaan ini sebagai berikut :

Proposal

Naskah perjanjian hibah daerah;

Nomor rekening bank penerima hibah;

Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan
digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah; dan

5. Kuitansi tanda terima

o

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Penerima

-----------------------------------------------

BUPATI MAYBRAT

-----------------------------------------------------------------

SALINAN SESUAI DENGAN YANG ASLINYA
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAYBRAT

HONNY WAY, S.HUT. M.Si
NIP. 19690825 199703 1 009



LAMPIRANV : PERATURAN BUPATI MAYBRAT
NOMOR :20B TAHUN 2022
TANGGAL : 31-08-2022

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini
Nama

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alamat

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jabatan

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lembaga

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Menyatakan bahwa :

1. Kami benar - benar penerima hibah berupa uang dari dana anggaran pendapatan dan
belanja daerah kabupaten maybrat sebesar Rp. ........cccooouvmrnnnccrivriecnnns A — Rupiah)

2. Hibah yang kami terima tersebut akan kami pergunakan dan pertanggungjawabkan
sesuai dengan proposal yang kami ajukan berdasarkan ketentuan yang berlaku

3. Kelalaian terhadap kewajiban sebagaimana di maksud pada angka 2, Sepenuhnya

menjadi tanggung jawab kami selaku penerima hibah baik secara administrasi maupun

material.

Demikian Pakta Integritas ini kami buat dan kami laksanakan sebagaimana mestinya.

Maybrat, ........... ; E— / 2022
Yang Menyatakan

Bermaterai

Cukup

-----------------------------------------------

BUPATI MAYBRAT

.................................................................

SALINAN SESUAI DENGAN YANG ASLINYA
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAYBRAT

JHONNY WAY, S.HUT. M.Si
NIP. 19690825 199703 1 009



LAMPIRAN VI.A: PERATURAN BUPATI MAYBRAT
NOMOR :20B TAHUN 2022
TANGGAL : 31-08-2022

CONTOH FORMAT
LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH BERUPA UANG

Nomor : Maybrat, .coomaun ) 2022
Sifat ; Kepada
Lampiran : Yth. Bupati Maybrat
Perihal : Laporan Penggunaan Melalui SKPD Terkait
Dana Hibah di-
Kumurkek

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Bupati, Laporan Penggunaan
Dana Hibah yang telah kanii terima sejumlah RDssssmusssmmsavmmans issssssinssnsosssmmssssismisssmsios

SR — Rupiah), Dana hibah yang kami terima telah digunakan sesuai dengan
eruntukannya dengan rincian sebagai berikut :
No Penggunaan Jumlah Uang Keterangan
1 . 3 4
1 | Beli Alat Tulis Kantor (ATK)
2 | Pengadaan Meja Kursi
3 | Honorarium
4 | Dst
Total |

Bukti-bukti penggunaan dan dimaksud kami simpan dengan baik sesuai ketentuan

sebagaimana Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Hibah Uang terlampir.
Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat Kami
Penerima Hibah

-----------------------------------------------

BUPATI MAYBRAT

-----------------------------------------------------------------

SALINAN SESUAI DENGAN YANG ASLINYA
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAYBRAT

[HONNY WAY, S.HUT. M.Si
NIP. 19690825 199703 1 009



Nomor
Sifat
Lampiran

Perihal

LAMPIRAN VI.B : PERATURAN BUPATI MAYBRAT

NOMOR :20B TAHUN 2022
TANGGAL : 31-08-2022

CONTOH FORMAT
LAPO PENGGUNAAN HIBAH BERUP. RANG/JASA

Maybrat, ..o  ————— 2022
Kepada
Yth. Bupati Maybrat
: Laporan Penggunaan Melalui SKPD Terkait
Dana Hibah di -
Kumurkek

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Bupati, Laporan Penggunaan

Dana Hibah Beruda s Sebanyak e Unit
Perlu kami laporkan pula bahwa Hibah yang kami terima dimaksud telah di gunakan sesuai
peruntukannya.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat Kami
Penerima Hibah

-----------------------------------------------

BUPATI MAYBRAT

-----------------------------------------------------------------

SALINAN SESUAI DENGAN YANG ASLINYA
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAYBRAT

[HONNY WAY, S.HUT. M.Si
NIP. 19690825 199703 1 009




LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI MAYBRAT

NOMOR :20B TAHUN 2022
TANGGAL : 31-08-2022

CONTOH FORMAT
BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG / JASA

Pada Hari, ... I T | P——— Bl susimsmams TOIIN: e,

bertempat di .......oenermesnnserraes berdasarkan Naskah perjanjian Hibah Daerah Nomor, .......ccccc...

Tanggal ..o dan Keputusan Bupati Maybrat, ..., NOIOE| i

E-7i 0| — Tentang Hibah Barang/Jasa, kami yang bertandatangan dibawah ini :

I NI | oummmriionsmmom o e sy R RSs carass ommus vo s ERS A AS AS CA cre e s pA A RR SSHe
L
Y | cnmmmimssmssnsns SR imer i b il

I1.

Yang bertindak untuk dan atas nama Bupati Maybrat yang selanjutnya disebut sebagai
PIHAK PERTAMA

BIBIINA. | cosisssmiirmmmosncanssioses s shesassaviasssssnsnesnsensrs s s RS A PR oA RS S0 3 S5y

O EETD 1 iosincunsiaiiosiniisnsoiosisssas s ingii i s oo ANt e A S 35 A8

BIAat. | oo i RO Rs5s s TS s R lSagh

JADAEIN 1 BB smmnsammssiommmmsr s sk e rai e (Organisasi Penerima Hibah)

Yang bertindak untuk dan atas nama ... (Organisasi Penerima Hibah)
Berkendudukan di Kampung/Kelurahan ... DS
Kabupaten Maybrat yang selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA menyerahkan barang/jasa sebanyak ... unit dengan
nilai sebesar Rp. s T Rupiah) untuk diserahkan kepada PIHAK

KEDUA.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
(Nama Penerima Hibah) (Nama Pemberi Hibah)
BUPATI MAYBRAT

-----------------------------------------------------------------

SALINAN SESUAI DENGAN YANG ASLINYA
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAYBRAT

[HONNY WAY, S.HUT. M.Si
NIP. 19690825 199703 1 009




LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI MAYBRAT
NOMOR :20B TAHUN 2022
TANGGAL : 31-08-2022

CONTOH FORMAT
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNAN HIBAH UANG

Yang bertanda tangan di bawah ini

------------------------------------------------------------------------------------------------

selaku Pimpinan Organisasi/lembaga ... , menyatakan bertanggung
jawab atas penggunaan dana yang telah diterima sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan

membuktikan penggunaan dana tersebut sesuai dengan peruntukannya.

Bukti-bukti penggunaan dana dimaksud kami simpan dengan baik sesuai

ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Maybrat, ........... " S— / 2022
Yang Menyatakan

Bermaterai

Cukup

...............................................

BUPATI MAYBRAT

.................................................................

SALINAN SESUAI DENGAN YANG ASLINYA
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAYBRAT

JHONNY WAY, S.HUT. M.Si
NIP. 19690825 199703 1 009




LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI MAYBRAT

NOMOR :20B TAHUN 2022
TANGGAL : 31-08-2022

CONTOH FORMAT USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL

KOP ORGANISASI / LEMBAGA

Nomor : Maybrat, cssi Y ——— 2022
Lampiran : 1 (Satu) Berkas Kepada
Perihal : Permohonan Bantuan Sosial Yth. Bupati Maybrat
Di-
Kumurkek

Sehubungan dengan adanya kegiatan,

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KM o oomanrimosmmsissmosmmmis (Kelompok/Anggota Masyarakat) ...,
Bermaksud mengusulkan permohonan bantuan untuk kegiatan dimaksud, Dalam bentuk
bantuan blaya ...sessmmmsi SEDEBAT oy BP. wssiamsinimonssmmpmnsis
S E——— Rupiah).
Bantuan tersebut akan di pergunakan untuk biaya-biaya sebagai berikut :

B i AR P T AN

L e CNES

8

...............................................................................

Sebagai bahan pertimbangan, secara lengkap kami lampirkan proposal kegiatan dimaksud.

Demikian permohonan kami, Atas perkenan dan bantuannya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami
Pemohon
(Kepala Kelompok/Anggota Masyarakat)

-----------------------------------------------

BUPATI MAYBRAT

.................................................................

SALINAN SESUAI DENGAN YANG ASLINYA
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAYBRAT

JHONNY WAY, S.HUT. M.Si
NIP. 19690825 199703 1 009



LAMPIRAN X.A : PERATURAN BUPATI MAYBRAT
NOMOR :20B TAHUN 2022
TANGGAL : 31-08-2022

CONTOH FORMAT
HASIL EVALUASI ATAS USULAN / PROPOSAL BANTUAN SOSIAL
DALAM BENTUK UANG
; [ Besaran/Nilai
No N Cglon SNSRI Uraian Usulan Jumlah Bansos Yang
ansos ; i
Disetujui
3 2 3 4 5
1
.
3
4
Kepala Perangkat Daerah .....onsiinsnsssninninns
BUPATI MAYBRAT

.................................................................

SALINAN SESUAI DENGAN YANG ASLINYA
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAYBRAT

JHONNY WAY, S.HUT, ,M.Si
NIP. 19690825 199703 1 009




LAMPIRAN X.B: PERATURAN BUPATI MAYBRAT

NOMOR :20B TAHUN 2022

TANGGAL : 31-08-2022

CONTOH FORMAT
HASIL EVALUASI ATAS USULAN / PROPOSAL BANTUAN SOSIAL
DALAM BENTUK BARANG
Nfts Paras Rekomendasi
No Nt Bansis Uraian Usulan Jumlah Unit
Jmlh Unit | Jmlh Rp
1 2 3 4 5 6
i s
i
|
o
3
4

SALINAN SESUAI DENGAN YANG ASLINYA
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAYBRAT

J[HONNY WAY, S.HUT . M.Si
NIP. 19690825 199703 1 009

-----------------------------------------------

................................................................

BUPATI MAYBRAT

.................................................................




LAMPIRAN XI.LA : PERATURAN BUPATI MAYBRAT

NOMOR :20B TAHUN 2022
TANGGAL : 31-08-2022

CONTOH FORMAT
SURAT/NOTA PERMINTAAN PENERBITAN SPP-LS DAN SPM-LS

Nomor : Maybrat, ......cccceee. ) TR T— 2022
Sifat ; Kepada

Lampiran Yth. Kepala SKPS

Perihal : Permintaan Penerbitan di -

' SPP dari SPM Bantuan Sosial Kumurkek

Bersama ini kami sampaikan permintaan penerbitan SPP-LS dan SPM-LS Bansos

Seiumlal RY. o ipssinmsmsmsmnsanns T —— rupiah) yang diperuntukkan
| kepada organisasi/masyarakat ... dengan lampiran yang merupakan
\ bagian yang tidak dipisahkan dari surat/nota permintaan ini sebagai berikut :

1. Proposal pencairan

2. Nomor rekening bank penerima bantuan sosial

3. Paktaintegritas dan penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial
yang di terima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
4. Kuitansi tanda terima

Lampirkan sebagaimana tersebut diatas telah kami verifikasi dan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerja samanya disampaikan terima kasih.

Kepala Perangkat Daeral) ...eamamaumasosimsns

BUPATI MAYBRAT

.................................................................

SALINAN SESUAI DENGAN YANG ASLINYA
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAYBRAT

JHONNY WAY, S.HUT. M.Si
NIP. 19690825 199703 1 009




LAMPIRAN XI.B : PERATURAN BUPATI MAYBRAT
NOMOR :20B TAHUN 2022

TANGGAL : 31-08-2022

CONTOH FORMAT
SURAT/NOTA PERMINTAAN PERSETUJUAN TAMBAH UANG (TU)

Nomor : Maybrat, s P T —— 2022
Sifat } Kepada
Lampiran : Yth. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Perihal : Permintaan Persetujuan Kabupaten Maybrat

Tambah Uang (TU) untuk_ di -

Penyaluran Bantuan Sosial Kumurkek

Bersama ini kami sampaikan permohonan persetujuan Tambah Uang (TU) untuk
penyaluran bantuan sosial sejumlah Rp. .. (—————— rupiah) untuk
kebutuhan bulan, ... yang diperuntukkan kepada organisasi/masyarakat (sebagai
daftar terlampir) yang disertai dengan lampiran proposal pencairan, pakta integritas dari
penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan
digunakan sesuai usulan serta daftar nama calon penerima bantuan sosial berupa uang

untuk kebutuhan 1 (Satu) bulan. Lampiran sebagaimana dimaksud diatas merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari surat/nota permintaan ini.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerja samanya disampaikan terima kasih.

Kepala Perangkat Daerah ........c.cnncsnnessisssnnns

............................................................................

BUPATI MAYBRAT

SALINAN SESUAI DENGAN YANG ASLINYA
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAYBRAT

JHONNY WAY, S.HUT. M.Si
NIP. 19690825 199703 1 009




LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI MAYBRAT
NOMOR :20B TAHUN 2022
TANGGAL : 31-08-2022

PA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama

..........................................................................................................................................................

Alamat

..........................................................................................................................................................

Jabatan

..........................................................................................................................................................

Lembaga

..........................................................................................................................................................

Menyatakan bahwa:

1. Kami benar - benar penerima hibah berupa uang dari dana anggaran pendapatan dan
belanja daerah kabupaten maybrat sebesar Rp. .......oocmriccinnsevenene (— Rupiah)

2. Hibah yang kami terima tersebut akan kami pergunakan dan pertanggungjawabkan
sesuai dengan proposal yang kami ajukan berdasarkan ketentuan yang berlaku

3. Kelalaian terhadap kewajiban sebagaimana di maksud pada angka 2, Sepenuhnya

menjadi tanggung jawab kami selaku penerima hibah baik secara administrasi maupun

material.

Demikian Pakta Integritas ini kami buat dan kami laksanakan sebagaimana mestinya.

Maybrat, ........... | S— / 2022
Yang Menyatakan

Bermaterai

Cukup

BUPATI MAYBRAT

.................................................................

SALINAN SESUAI DENGAN YANG ASLINYA
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAYBRAT

JHONNY WAY, S.HUT. M.Si
NIP. 19690825 199703 1 009



LAMPIRAN XII.A: PERATURAN BUPATI MAYBRAT

NOMOR :20B TAHUN 2022
TANGGAL : 31-08-2022

CONTOH FORMAT
APO PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG

Nomor ; Maybrat, s [ (PTEReET— 2022
Sifat : Kepada
Lampiran : Yth. Bupati Maybrat
Perihal : Laporan Penggunaan Melalui SKPD Terkait
Dana Bantuan Sosial di -
Kumurkek

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Bupati, Laporan Penggunaan

Dana Bantuan Sosial yang telah kami terima sejumlah
R s Gas s rissimeas e RS (IO ———— Rupiah), dengan
eruntukan rincian sebagai berikut :
No Penggunaan Jumlah Uang Keterangan
1 2 3 4
1 | Makan dan Minum Anggota Panti Jompo
2 | Pengadaan Perabot Panti Jompo
3 | Pemeliharaan Rumah Panti Jompo
4 | Dst
Total

Dokumen penduduk penggunaan dana sebagaimana tersebut diatas kami simpai sesuai

dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Penggunaan Bantuan Sosial terlampir.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat Kami
Penerima Bantuan Sosial

...............................................

BUPATI MAYBRAT

-----------------------------------------------------------------

SALINAN SESUAI DENGAN YANG ASLINYA
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAYBRAT

ON HUT. M.Si
NIP. 19690825 199703 1 009



LAMPIRAN XIII.LB : PERATURAN BUPATI MAYBRAT
NOMOR :20B TAHUN 2022
TANGGAL : 31-08-2022

CONTOH FORMAT
| LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG/JASA

Nomor : Maybrat, ... [ PRI 2022
Sifat - Kepada
Lampiran : Yth. Bupati Maybrat
Perihal : Laporan Penggunaan Melalui Kepala ..(Perangkat Daerah Teknis)
Bantuan Sosial di -
Kumurkek

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Bupati, Laporan Penggunaan

Dana Bantuan Sosial berupa

.................................................................................................................

BORANPAN ... Unit Perlu kami laporkan pula bahwa Bantuan Sosial

yang kami terima dimaksud telah di gunakan sesuai peruntukannya.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat Kami
Penerima Bantuan Sosial

BUPATI MAYBRAT

-----------------------------------------------------------------

SALINAN SESUAI DENGAN YANG ASLINYA
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAYBRAT

ONNY WAY, S.HUT. M.Si
NIP. 19690825 199703 1 009




LAMPIRAN XIV : PERATURAN BUPATI MAYBRAT
NOMOR :20B TAHUN 2022
TANGGAL : 31-08-2022

CONTOH FORMAT
BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Pada Hari, .. i3 11/ | R—— Bulan, ... Tahun, .,
s oo | ¢ | — berdasarkan Keputusan Bupati Maybrat Nomor, ...
Tanggal ... ORI cistsomvsnersrssmmsyimssrssarscisionisioin , kami yang bertandatangan dibawah ini :
L. RATHA  © ommiismmassimiisiissmerismssiis s S S s S e AR
B -  Rcasismsrmmimsissiiindiaai ittt el iAo
JABBLRR & ... s e R S R T

IL

Yang bertindak untuk dan atas nama Bupati Maybrat yang selanjutnya disebut sebagai
PIHAK PERTAMA

1o I PR R P T AT T TR LSNPSR E ST LY PSS Y

WIS ETP | s it s s i o i s nam sy

T R T S T S S S S S P L W PP

VRS 3 TR IRR csisinuseuiuponcisscorucncsnssnsaesposvensa s ses v Qsamsse AR s (Organisasi Penerima Hibah)
Yang bertindak untuk dan atas Nama ..., (Organisasi Penerima Hibah)
Berkendudukan di Kampung/Kelurahan ..., DISHEIK v cssmupssussnsssssmaeansinn
Kabupaten Maybrat yang selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA menyerahkan barang/jasa sebanyak .........coivenercriinne, unit dengan
nilai sebesar Rp conwsssammmmssn  ——— Rupiah) untuk diserahkan kepada PIHAK
KEDUA.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
(Nama Penerima Hibah) (Nama Pemberi Hibah)
BUPATI MAYBRAT

.................................................................

SALINAN SESUAI DENGAN YANG ASLINYA
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAYBRAT

JHONNY WAY, S.HUT. M.Si
NIP. 19690825 199703 1 009




LAMPIRAN XV : PERATURAN BUPATI MAYBRAT
NOMOR :20B TAHUN 2022
TANGGAL : 31-08-2022

CONTOH FORMAT
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
PENGUNAAN BANTUAN SOSIAL

Yang bertanda tangan di bawah ini, ..o selaku Pimpinan Kelompok/Anggota
Masyarakat .oomesmremsonss menyatakan bertanggung jawab atas penggunaan dana bantuan

sosial yang telah di terima sesuai Keputusan Bupati Maybrat Nomor

pig-100 ] F—— SEhESAT v 2§ A [FE—— rupiah)

dan membuktikan penggunaan dana tersebut sesuai dengan peruntukannya.

Bukti-bukti penggunaan dana dimaksud kami simpan dengan baik sesuai ketentuan yang
berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Maybrat, .......... F — {2022
Yang Menyatakan

Bermaterai

Cukup

...............................................

BUPATI MAYBRAT

.................................................................

SALINAN SESUAI DENGAN YANG ASLINYA
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAYBRAT

H WAY, S.HUT. M.Si
NIP. 19690825 199703 1 009




